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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul: Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian
Sengketa Antara Perusahaan Perkebunan dan Masyarakat (PT. Sumber Wangi Alam
dan Masyarakat Sungai Sodong). Tanah adalah bagian penting dalam menunjang
kehidupan manusia yang memiliki banyak kegunaan yang banyak seperti membangun
perkebunan, pertanian, serta perumahan. Tanah juga dinilai memiliki nilai tinggi serta
istimewa yang kemudian mendorong setiap orang untuk memilikinya, dengan
tingginya nilai atas sebuah tanah ini, maka tidak sedikit yang melkakukan berbagai cara
untuk memperolehnya yang kemudian mendorong terjadinya sengketa. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui penyebab tumpang tindihnya hak atas tanah dalam
sengketa PT. Sumber Wangi Alam dan masyarakat Sungai Sodong serta bertujuan
untuk mengetahui peranan Badan Pertanahan Nasional dalam sengketa PT. Sumber
Wangi Alam dan Masyarakat Sungai Sodong. Penelitian ini merupakan penelitian
hukum empiris dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan
Kasus, dan Pendekatan Sosiologis. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa
sengketa antara kedua belah pihak ini disebabkan oleh pengakuan hak atas tanah yang
lebih dari 1 subjek hukum, namun menurut Badan Pertanahan Nasional dan
berdasarkan pada Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020, sengketa ini tidak dapat
dikatakan sebuah sengketa tumpang tindih karena salah satu pihak yang bersengketa
tidak memiliki hak milik atas tanah yang berdasarkan sertifikat dalam hal ini pihak
tersebut merupakan pihak masyarakat Sungai Sodong. Dalam sengketa antara PT.
Sumber Wangi Alam dan Masyarakat Sungai Sodong ini Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran sebagai Mediator, Fasilitator, dan
Negosiator yang menjadi pihak ketiga diantara kedua belah pihak.

Kata Kunci : Peran, Badan Pertanahan Nasional, Sengketa Tanah
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Tanah adalah salah satu sumber daya alam yang merupakan karunia
yang diberikan oleh Tuhan Yan g Maha Esa kepada makhluknya, bila kita tinjau
dari pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang berbunyi “Bumi dan Air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat',  yang
mengamanatkan bahwa tanah sebagai salah satu sumber daya alam juga harus
dan sudah sewajarnya untuk kita kelola dengan sebaik-baiknya agar
manfaatnya dapat memberi kemakmuran serta kesejahteraan bagi rakyat.

Menurut Soerianegara, tanah merupakan sumber daya alam yang
mempunyai peran penting dalam berbagai segi kehidupan manusia, yaitu
sebagai tempat dan ruang untuk hidup dan berusaha, untuk mendukung vegetasi
alam yang manfaatnya dapat dinikmati oleh manusia dan sebagai wadah bahan
mineral, logam, bahan bakar bakar, fosil, dan sebagainya yang dapat
dimanfaatkan untuk keperluan manusia.?

Tanah merupakan salah satu bagian dari kehidupan yang tidak dapat

dipisahkan oleh makhluk hidup baik hewan, tumbuhan, dan hingga manusia.

! Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)
2 Soerianegara, Pengelolaan Sumber Daya Alam, 1977, Intitut Pertanian Bogor.



Tanah merupakan harta yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena
tanah dinilai sangat membantu manusia menjalankan kehidupan seperti
bercocok tanam untuk mendapatkan bahan pangan, maupun untuk melakukan
usaha, seperti melakukan industri, pertanian, perkebunan dan lainnya

Adanya sengketa maupun konflik tanah merupakan sebuah hal klasik
yang biasa terjadi bagi kehidupan masyarakat, bahkan adanya konflik tanah ini
sering terjadi dalam kurun waktu yang dibilang tidak sebentar, pada umumnya
bertahun-tahun hingga puluhan tahun, hal ini dikarenakan sifatnya yang banyak
dimensi yang mengakibatkan persoalan tentang tanah seolah tidak pernah
surut.

Pada umumnya sengketa tanah terjadi antara badan usaha atau
pemerintahan dengan masyarakat, hal ini umumnya terjadi dikarenakan
kurangnya  kesadaran serta pengetahuan masyarakat akan pentingnya
memahami hukum terutama pada lingkungan pertanahan. Adanya sertifikat hak
atas tanah ini sangat berperan penting untuk memberikan kepastian hukum bagi
pemegang hak atas tanah. Sertifikat hak atas tanah sangat memiliki nilai lebih
bagi pemiliknya dikarenakan bila dibandingkan dengan alat bukti lain, sertifikat
hak atas tanah memiliki nilai lebih dari yang lainnya. Sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal

3 Mahmud Hi. Umar, Suwarti, Nurlaila, Jurnal Analisis Ketimpangan Dan Pemilikan Tanah
Pasca Reforma Agraria Di Indonesia 2023, Universitas Khairun. Diakses Pada Tanggal 27 Agustus
pukul 19.20



38 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, sertifikat merupakan surat tanda
bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.* Dengan adanya
sertifikat dalam pendaftaran, hal ini bertujuan agar pemegang hak atas tanah
dapat dengan jelas membuktikan hak atas tanahnya sesuai dan dilindungi oleh
negara dan mencegah adanya sengketa yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Dalam kenyataannya sengketa tanah ini terjadi antara PT. Sumber
Wangi Alam dan masyarakat desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji,
Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada tahun 2022. Sengketa ini timbul
dikarenakan adanya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai
kepemilikan tanah. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat dari PT. Sumber
Wangi Alam kepada Kantor pertanahan Ogan Komering Ilir No:
02/DirJkt/SWA/IX/2022 tertanggal 28 September perihal informasi dan
sanggahan mengenai 28 (dua puluh delapan) Sertifikat Hak Milik yang
terindikasi tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 0228 atas
nama PT. Sumber Wangi Alam seluas 3.193,9 Ha yang terletak pada desa
Sungai Sodong, kemudian di tanggal 11 Oktober 2022 PT. Sumber Wangi Alam
menyampaikan surat 003/SWADir/JKT/1X/2022 perthal permohonan
pembatalan Sertifikat Hak Milik No0.0270/Sungai Sodong An. Rasiman dkk

sebanyak 31 Sertifikat Hak Milik yang tumpang tindih dengan Sertifikat Hak

4 Asman Siagian Rahmadany, Jurnal Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Untuk
Menjamin Kepastian Hukum Tentang Hak Atas Tanah 2023, Indonesia of Journal Bussiness Law.
Diakses pada tanggal 03 September pukul 22.42



Guna Usaha No. 0228 atas nama PT. Sumber Wangi Alam yang terbit pada
tanggal 28 Februari 2001.

PT. Sumber Wangi Alam merupakan perusahaan kelapa sawit yang
beroperasi di Desa Sungai Sodong. Dalam hal ini melawan masyarakat Sungai
Sodong Ogan Komering Ilir. Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah
satu kabupaten di Sumatera Selatan dengan luas 17.071,33 km? dan dengan
penduduk sekitar 779.893 jiwa. °

Pada sengketa ini, pihak PT. Sumber Wangi Alam merasa dirugikan atas
penguasaan tanah oleh masyarakat serta PT. Sumber Wangi Alam sering
mendapatkan ancaman dari masyarakat Sungai Sodong. PT. Sumber Wangi
Alam mengklaim atas kepemilikan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 3.193,9
di daerah tersebut, Namun masyarakat Sungai Sodong juga dapat membuktikan
adanya bukti kepemilikan tanah, masyarakat Sungai Sodong pula menyatakan
tanah tersebut masih milik mereka dan tidak pernah diserahkan kepada
siapapun.®
Konflik tumpang tindih sertifikat di desa Sungai Sodong ini merupakan

suatu konflik yang berkepanjangan tanpa penyelesaian yang jelas. Dalam hal

ini tentu menjadi suatu kewenangan Badan Pertanahan Nasional untuk ikut

5 Wikipedia. Sungai Sodong, Ogan Komering
[lir.https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Sodong, _Mesuji, Ogan_Komering_Ilir diakses pada tanggal
10 September pukul 21.02

® https://sumselviral.com/pimpinan-pt-swa-tantang-warga-desa-sungai-sodong/ diakses pada
tanggal 10 September pukul 20.05



https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Sodong,%20_Mesuji,%20Ogan_Komering_Ilir
https://sumselviral.com/pimpinan-pt-swa-tantang-warga-desa-sungai-sodong/

turut dalam kasus ini. Badan Pertanahan nasional (BPN) merupakan lembaga

pemerintah non kementerian yang bergerak dibidang agraria yang memiliki

tugas pada bidang pertanahan dengan cakupan Kantor Wilayah pada tiap-tiap

Provinsi, Kabupaten, hingga Kota yang bertugas untuk melakukan pendaftaran

hak atas tanah serta menjaga daftar umum pendaftaran tanah.” Dalam hal ini

tugas Badan Pertanahan Nasional adalah mengelola dan mengembangkan

administrasi pertanahan, serta memelihara tanah serta hal lain yang kemudian

berkaitan dengan tanah. Lembaga ini pun menetapkan kebijakan nasional di

bidang:

1. Pengaturan peruntukan, persediaan, dan penggunaan tanah;

2. Pengaturan hubungan hukum antara orang-orang dan tanah;

3. Pengaturan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan
hukum yang berkaitan dengan tanah sesuai pasal 2 Keppres No. 95 Tahun

2000. 8

Maka dalam hal sengketa tanah Badan Pertanahan Nasional juga tentu
melakukan serta mengupayakan penyelesaian sengketa tanah yang mengacu
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tentu menjaga rasa
keadilan serta rasa hormat kepada masing masing pihak yang bersengketa.

Dalam hal in1 Badan Pertanahan Nasional menangani masalah serta melakukan

" Pranata Hukum , “Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam Pendaftaran Tanah”
hal 62, diakses pada tanggal 10 september pukul 20.10

8 Keputusan Presiden RI No. 95 Tahun 2000 Tentang Badan Pertanahan Nasional.



penyelesaian sengketa dengan melakukan musyawarah. Lembaga ini juga
berwenang melakukan mediasi, negosiasi, dan fasilitasi terhadap pihak-pihak
yang bersengketa. Namun peran Badan Pertanahan Nasional bukan hanya
dalam mediasi sengketa, namun juga dalam penegakan hukum terkait adanya
kepemilikan tanah. Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah yang melibatkan
lembaga ini akan mengurangi potensi konflik bila dibandingkan dengan

penyelesaian tanpa melibatkan lembaga ini.

Kehadiran Badan Pertanahan Nasional yang menjadi penengah dalam
hal mediasi ini tentu sangat diperlukan pada sengketa kepemilikan tanah demi
menciptakan kondisi yang tidak memperkeruh kedua belah pihak. Peran Badan
Pertanahan Nasional ini juga menjadi kunci utama dalam penyelesaian sengketa

dalam hal menjaga kestabilitas kepemilikan tanah.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa permasalahan dalam skripsi ini
adalah:

1. Apakah penyebab tumpang tindihnya hak atas tanah yang menjadi
penyebab konflik antara PT. Sumber Wangi Alam dan masyarakat
desa Sungai Sodong?

2. Bagaimana peranan Badan Pertanahan Nasional dalam sengketa
konflik PT. Sumber Wangi Alam dan masyarakat desa Sungai

sodong?



C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai
dengan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab tumpang tindihnya hak atas tanah yang
menjadi penyebab konflik antara PT. Sumber Wangi Alam dan
masyarakat desa Sungai Sodong

2. Untuk mengetahui peran Badan Pertanahan Nasional dalam menangani
konflik tanah antara PT Sumber Wangi Alam dan masyarakat desa

Sungai Sodong

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat membantu
ataupun menjadi acuan bagi para pihak terkhusus akademisi dalam
bidang hukum perdata dan dapat menjadi acuan bagi penelitian

selanjutnya dalam lingkup yang berkaitan dengan sengketa tanah.

2. Manfaat Praktis
a) Terhadap Penulis:
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membuat

penulis memahami mengenai teori serta ilmu yang telah



dipelajari selama perkuliahan sehingga dapat membantu
memecahkan permasalahan pada penelitian ini.

b) Terhadap Masyarakat Umum:
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan
pengetahuan serta wawasan bagi masyarakat tentang

pentingnya sertifikat tanah demi menjamin kepastian hukum.

E. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan peran
Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian konflik tanah antara
perusahaan perkebunan dan masyarakat terkhusus penyelesaian sengketa PT.

Sumber Wangi Alam dan masyarakat desa Sungai sodong.

F. Kerangka Teori
Penulis dalam membahas dan menganalisis permasalahan dalam

penelitian ini, menggunakan teori:

1. Teori Kepastian Hukum
Menurut Soedikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah salah satu
dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa
kepastian hukum merupakan sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan
dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang

memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan



hukum itu sendiri.® Adapun pendapat Hans Kelsen yaitu hukum adalah
sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek
“seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan
tentang apa yang harus dilakukan. Kepastian hukum merupakan jaminan
bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik, sehingga
aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya
kepastian. 1°

Kepastian hukum adalah harapan bagi pencari keadilan terhadap
tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Karena dengan
adanya kepastian hukum masyarakat akan mendapatkan kejelasan akan hak
dan kewajiban menurut hukum, tanpa kepastian hukum, orang tidak akan
yakin tentang apa yang perlu dilakukan, apakah itu baik atau buruk, legal
atau ilegal.

Teor1 kepastian hukum merupakan konsep yang penting dalam ilmu
hukum terutama dalam konteks hukum positif di Indonesia, teori kepastian
hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan dapat biasa dipandang
sebagai alat untuk mencapai keberhasilan hukum, melalui kepastian
hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami

apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

o Gramedia Blog, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.

https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/ diakses pada tanggal 19 September 2024
pukul 12.56
10 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.
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Berdasarkan pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum
didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu, tersedia
aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh serta
diakui karena kekuasan negara. Selain itu, instansi-instansi pemerintah
menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten, warga
menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut, hakim-
hakim mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum secara
konsisten, dan keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.!!

Adapun kepastian hukum dalam hukum pertanahan yaitu kepastian
hukum dalam hukum pertanahan meliputi kepastian hukum subjek hak atas
tanah, objek hak atas tanah, dan status hak atas tanah.!? Kepastian hukum
ini dapat diperoleh melalui kegiatan pendaftaran tanah, yang diatur dalam
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya.
Artinya kepastian hukum di bidang hukum pertanahan mengandung makna
pemegang hak harus mempunyai kepastian mengenai haknya dan adanya
petunjuk yang jelas bagi pemerintah, hal ini diwujudkan dengan
penyelenggaraan pendaftaran tanah yang bersifat recht-kadaster, sehingga

dapat menjamin terwujudnya kepastian hukum.

11 Jan Michiel Otto, Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang. Universiteit Leiden
The Netherlands. 2012. Hal 123.

12 Desi Apriani, Arifin Bur, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem
Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia Vol 5, Jurnal Bina Mulia Hukum, 2021.



11

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang dapat menjamin bahwa
hukum telah dijalankan, bahwa putusan dapat dilaksanakan, bahwa yang
harus mendapatkan hak nya dapat mendapatkan haknya. Lalu bila dilihat
dari uraian-uraian diatas mengenai kepastian hukum, maka kepastian
hukum dapat dimaknai dengan beberapa arti, salah satunya adalah bahwa
adanya kejelasan serta tidak mengantung multiftafsir. Untuk tercapainya
nilai kepastian di dalam hukum, maka diperlukan syarat-syarat sebagai

berikut:

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan
mudah diperoleh (accesible), yang diterbitkan oleh kekuasaan
negara;

2. Bahwa instansi-instansi negara penguasa (pemerintahan)
menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan
juga tunduk dan taat kepadanya;

3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi
dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-
aturan tersebut;

4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak
menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten

sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
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5. Bahwa putusan peradilan secara konkrit dapat dilaksanakan. 3

Kelima syarat yang telah diuraikan diatas menunjukan bahwa kepastian
hukum tentu dapat dicapai jika aturan tersebut sesuai dengan lingkup
masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ini

tentu terbentuk dari hukum yang muncul dari cerminan budaya masyarakat.

2. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekamto, peran merupakan aspek dinamis, yang
dimana apabila ia telah melakukan sebuah peran serta maka ia telah
melakukan tanggung jawabnya sebagai orang berperan. Dalam setiap
aspek kehidupan manusia, semua orang memiliki peran masing masing
dalam setiap aktivitasnya baik itu dalam lingkup pekerjaan atau apapun itu.
Setiap orang yang memiliki peran akan memiliki ciri khas masing

masing.'*
Kemudian menurut Riyadi, yang dimaksud dengan peran adalah
sesuatu kepribadian yang dimainkan oleh seorang pihak dalam lingkup
sosial.® Dengan hal ini seseorang yang memerankan peran ini dapat

bertingkah laku sesuai harapan orang lain. Suatu peran juga dapat

13 Nyoman Gede Remaja.2014. Makna Hukum Dan Kepastian Hukum, Jurnal Hukum Vol.2,
Kartika Widya.
14 Soekanto, Soerjono, Teori Peranan, 2002 Jakarta, Bumi Aksara, hal 243

15 Riyadi, Teori dan Konsep Dasar, 2002, Jakarta, Gramedia, hal 138
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dipengaruhi oleh faktor kepribadian orang yang memerankan tersebut.

Adapula jenis pembagian peran sebagai berikut :

1.

Peran Aktif

Peran Aktif merupakan peran yang diberikan oleh anggota pada
suatu organisasi ataupun perkumpulan, yang dimana kedudukan
sang peran aktif ini lumayan menonjol yang dimana pada
umumnya bersifat aktif dalam suatu permasalahan, seperti
pengurus, pejabat, dam lainnya.

Peran Partisipatif

Yang dimaksud peran partisipatif adalah peran yang diberikan
oleh anggota organisasinya kepada kelompoknya yang
menyumbangkan suatu hal yang dapat menunjang jalannya suatu
kelompok.

Peran Pasif

Berbeda dengan peran aktif dan peran pastisipatif, peran pasif ini
terkesan sangat berbeda dengan keduanya dikarenakan peran
pasif merupakan dimana anggota kelompok bersifat menahan
diri dan serta memberikan peluang pada anggota lain sehingga

kelompok berjalan dengan baik.®

16 [bid, hal. 243
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Singkatnya, peran merupakan suatu perilaku yang dibentuk dari
adanya sebuah jabatan, sehingga timbul adanya suatu karakter dalam
berkelompok. Namun dengan adanya peranan ini bila melihat dari

pelaksanaannya peranan terbagi menjadi dua yaitu:

1. Excepted Roles
Excepted roles merupakan peranan yang diharapkan orang lain
atau masyarakat terhadap sang pemeran, dalam hal ini orang lain
mengharapkan sang pemeran dapat dengan baik melaksanakan
semua hak dan kewajibannya selama berperan.
2. Actual Roles
Actual roles atau peranan yang disesuaikan, merupakan suatu
peranan yang sebenarnya, yang dimaksud dalam hal ini adalah
bagaimana yang sebenanya terjadi saat sang pemegang peran
membawakan perannya, singkat nya actual roles merupakan
bagaimana peran tersebut dibawakan pada kenyataannya.*’
Peran merupakan suatu perilaku maupun sikap dari seseorang yang
kemudian sikap tersebut diharapkan oleh banyak pihak dalam suatu hal
tertentu, hal ini dapat berbentuk suatu harapan terhadap suatu pejabat

maupun pengurus suatu organisasi atau kelompok.

e Sosiologi 79, Mengenal Lebih Dalam Konsep Peranan Sosial,

https://www.sosiologi79.com/2017/09/ peranan-sosial-social-role.html , diakses pada tanggal 26
September 2024, 21.25


https://www.sosiologi79.com/2017/09/%20peranan-sosial-social-role.html
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Teori Peran atau Role Theory merupakan teori yang mencakup
berbagai teori, orientasi, dan disiplin ilmu pengetahuan. Istilah-istilah
"peran" berasal dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus
memainkan peran tertentu dan dengan berbagai tata cara serta karakteristik

tertentu.'®

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang menganalisis
tentang kategori atau penggolongan sengketa yang timbul di lingkungan
masyrakat, serta faktor-faktor yang terjadi pada sengketa hingga cara untuk
menangani sebuah sengketa.!® Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
yang dimaksud sengketa adalah 1) sesuatu yang menyebabkan perbedaan
pendapat; pertengkaran; perbantahan. 2) pertikaian; perselisihan. 3)
perkara (dalam pengadilan).?® Sengketa merupakan kondisi dimana
terdapat pihak yang merasa dirugikan, lalu pihak tersebut menyampaikan
hal yang ia rasakan kepada pihak kedua.

Dean G. Pluitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan bahwa teori ini

memiliki 5 jenis yaitu:

18 Janu Murdiyatmoko, Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat (Bandung: Grafindo
Media Pratama, 2007), 25.

19 Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi, 2013,
Raja Grafindo Persada.

20 Pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia
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1. Contending (bertanding), yaitu menerapkan suatu solusi yang lebih
disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.

2. Yielding (mengalah), yaitu aspirasi diri sendiri, dan bersedia
menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.

3. Problem Solving (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif
yang memuaskan dari kedua belah pihak.

4. With Drawing (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan
sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.

5. In Action (diam), yaitu tidak melakukan apapun.?

Sengketa merupakan bagian dari kehidupan manusia yang pada
umumnya dikarenakan tidak tercapainya suatu kesepakatan. Penyelesaian
terhadap kasus-kasus terkait sengketa perdata pada umumnya ditempuh
melalui pengadilan yang tentu memakan waktu dan biaya.? Maka dalam
perkembangannya saat ini banyak sengketa yang sudah menerapkan

penyelesaian sengketa melalui non litigasi seperti mediasi.

2L Dean G Pruitt, Jeffrey Z Rubin. Teori Konflik Sosial. Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2004, hal

22 Juwita Tarochi Bboy, Budi Santoso, Irawati. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui
Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. Notarius Vol 13, Fakultas Hukum Undip
2020.
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Para ahli antropologi hukum mengemukakan tentang cara-cara

penyelesaian sengketa di masyarakat. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr

menerangkan 7 cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:

1.

2.

Lumpingit (membiarkan saja), yaitu pada pihak yang merasakan
perlakuan yang tidak adil, atau gagal dalam mengupayakan
tuntutannya. dia mengambil keputusan untuk membiarkannya saja
masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutannya, dan dia
meneruskan hubungan dengan pihak yang merugikannya. Hal ini
dia lakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor
informasi tentang bagaimana proses mengajukan ke pengadilan,
atau kurangnya akses ke lembaga pradilan, atau sengaja tidak
diproses karena memikirkan biaya yang diperkirakan lebih
merugikan dibandingkan dengan keuntungannya.

Avoidance (mengelak), yaitu pihak yang dirugikan memilih untuk
mengurangi hubungan-hubungan degan pihak yang merugikannya
untuk menghentikan hubungan tersebut. Dengan cara ini, maka
sengketa akan dielakkan saja. Dalam hal ini hubungan kedua belah
pihak dihentikan secara sebagian atau keseluruhan, berbeda dengan
pemecahan pertama yang dimana hubungan tetap berlangsung

hanya isunya saja yang dianggap selesai.
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Coercion (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan
kepada pihak lain. Tindakan yang bersifat memaksakan atau
ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya
mengurangi kemungkinan adanya penyelesaian secara damai.

. Negotiation (perundingan), yaitu kedua belah pihak yang
berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan
masalah yang dihadapi dilakukan kedua belah pihak, dan sepakat
tanpa adanya pihak ketiga.

. Mediation (mediasi), pemecahan ini terdapat adanya pihak ketiga
yang menjadi mediator yang dimana membantu kedua belah pihak
yang berselisih untuk menemukan kesepakatan. Pihak kedua dapat
dipilih oleh pihak yang bersengketa atau ditentukan oleh pihak yang
berwenang.

. Arbitration (arbitrase), yaitu kedua belah pihak sepakat untuk
meminta perantara kepada pihak ketiga yaitu arbitrator dan sejak
awal telah setuju untuk menerima keputusan dari arbitrator.

. Adjudication (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai
wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari

keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak
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membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak

ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan?

G. Data Hukum
Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian skripsi ini

yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum
empiris atau penelitian lapangan (field research), penelitian ini
memberikan gambaran secara fakta yang ada, menggambarkan situasi
dan kejadian secara sistematis, terkait faktor-faktor serta sifat yang
mempengaruhi dari permasalahan yang diteliti.?* Dalam hal ini peneliti
akan melakukan penelitian pada Kantor Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Sumatera Selatan, PT. Sumber Wangi Alam, dan Masyarakat
Sungai Sodong. Adapula alasan penulis memiliki lokasi penelitian
tersebut karena pertimbangan bahwa Badan Pertanahan Nasional

merupakan pihak yang berperan pada sengketa perusahan perkebunan

23 Laura Nader, The Disputing Process Law in Ten Societies, Columbia University Press, New York,
1978, h. 9-11.

2 Populix, Penelitian ~ Lapangan : definisi,  jenis, metode, contoh.
https://info.populix.co/articles/penelitian-lapangan-adalah/ diakses pada tanggal 19 September 2024
pukul 13.12
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dan masyarakat dalam hal ini PT. Sumber Wangi Alam dan masyarakat

desa Sungai Sodong.

2. Pendekatan penelitian
a. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan
dengan menelaah semua regulasi yang berkaitan dengan isu hukum
yang sedang diteliti. Pada pendekatan ini, akan terlihat kesesuaian
antara suatu Undang-Undang sengan Undang-Undang lainnya.
Hasil dari telaah tersebut akan menjadi argument untuk
memecahkan isu yang dihadapi. Dalam hal ini peneliti akan
menelaah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) atau Undang-
Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk
mempelajari serta menjadi acuan pada penelitian ini. Kasus yang
digunakan adalah kasus kepemilikan tanah antara PT. Sumber
Wangi Tanah dan masyarakat desa Sungai Sodong.

c. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini digunakan untuk melakukan telaah

mengenai konsep hukum yang diterapkan dalam masyarakat.

Pendekatan ini juga berguna pada saat mengkaji apakah kebijakan
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pemerintahan relevan dengan kondisi masyarakat serta keadaan

masyarakat yang terjadi pada kenyataannya.

3. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a.

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini merupakan
sumber data yang didapatkan langsung dari sumber utama atau
yang menjadi objek penelitan, bahan hukum primer yang
dimaksud merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan
penelitian di lapangan yang dilakukan pada Kantor Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, PT. Sumber
Wangi Alam, dan Masyarakat Sungai Sodong dengan
menggunakan teknik wawancara, untuk mengetahui terkait isu

hukum yang diteliti.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan merupakan data yang
dikumpulkan melalui kepustakaan. Bahan hukum sekunder
dikumpulkan dengan cara menelaah jurnal, buku-buku, peraturan

perundang-undangan ataupun publikasi lainnya yang memiliki
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relevansi mengenai isu hukum yang diteliti. Dalam penulisan ini,
penulis menggunakan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria.

c) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2020
tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus
Pertanahan.

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan yang dapat membantu
serta memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini antara

lain seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Adapun teknik pengumpulan bahan yang dipergunakan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
a.  Observasi
Observasi yang dimaksud dalam hal ini merupakan
dengan mengunjungi langsung lapangan untuk mengetahui

kondisi objek seputar lokasi penelitian dengan cara memantau
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dari dekat. Penelitian tidak terlibat secara langsung dalam
aktivitas subjek observasi.
Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan
data yang peneliti pilih dengan alur mengadakan komunikasi
dengan narasumber yang memahami terkait isu hukum yang
diteliti, wawancara ini akan dilakukan dengan mekanisme tanya
jawab secara lisan atau tertulis (menggunakan daftar
pertanyaan) baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dalam hal ini peneliti akan melakukan sampel pada staff Badan
Pertanahan Nasional maupun Pejabat yang berwenang, serta
staff PT Sumber Wangi Alam dan Masyarakat Desa Sungai
Sodong.
Dokumentasi

Dokumentasi juga merupakan salah satu teknik
pengumpulan data yang akan dipilih oleh peneliti, dimana pada
dokuumentasi ini peneliti akan mengkaji literatur seperti buku-
buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen dan

sebagainya.
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5. Analisa Bahan Hukum
Data yang diperoleh dari penulisan ini akan menggunakan analisis
kuantitatif. Yaitu data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil
penelitian akan diuraikan dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi
data. Kemudian data akan disajikan dengan bentuk kalimat, tabel-tabel,

dan angka-angka yang diperoleh dari penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari sebuah penelitian.
Teknik kesimpulan yang akan dipakai penulis pada penelitian ini adalah
Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari pengamatan, data fakta, yang
kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat spesifik.?® Teknik
tersebut merupakan teknik dengan cara membentuk kesimpulan dari

khusus ke umum.

% Zenius, Metode Penalaran Deduktif dan Induktif. https://www.zenius.net/blog/metode-
penalaran-deduktif-dan-induktif diakses pada tanggal 19 September 2024 pukul 15.48
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